
 

 
 

 

 

 

BUPATI  MADIUN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010  TENTANG 

PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian 

dan dinamika pembangunan di Kabupaten Madiun dan 

dalam rangka peningkatan obyek  pajak restoran serta 

Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan 

perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 
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 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4953); 

  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66); 
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  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5041); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 

  10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679);  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak 

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 1 Seri B); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 8); 
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Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

dan 

BUPATI MADIUN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG 

PAJAK DAERAH. 

  

Pasal I 

 Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

   

Pasal 15 
 

 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. 

 (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di 

tempat lain. 

 (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan 

oleh   restoran  yang  nilai   penjualannya   tidak   melebihi  

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari. 
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Pasal II 

 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 

           Ditetapkan di  Madiun 

                                                                 pada tanggal  7 Mei 2019 

 

          BUPATI MADIUN, 

   

               ttd 

              AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun 

Pada tanggal 12 Agustus 2019 

 

.............................................)tangan 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 7 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR  198 -

7/2019 

 

 
SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

ttd 
WIDODO, SH, M.Si. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19611215 198903 1 006 

 

 
 
 

 
 

 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MADIUN 
 

ttd 
 

Ir. TONTRO PAHLAWANTO 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19651110 199208 1 001 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR  7  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 12 TAHUN 2010  TENTANG PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM 
 

 Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika 

pembangunan di Wilayah Kabupaten Madiun dan dalam rangka peningkatan 

obyek  Pajak serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu melakukan perubahan 

terhadap regulasi khususnya terkait  Ketentuan Pengenaan Pajak Restoran di 

Wilayah Kabupaten Madiun yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

 

  

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

 Cukup jelas. 
Pasal II 

 Cukup jelas. 
 
 

 
 

 
 

 


